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Abstract 

Pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Lampung masih dihadapkan pada berbagai 

pelanggaran administrasi, seperti ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT), 

penggunaan hak pilih tidak sesuai domisili, dan indikasi manipulasi suara. Kondisi 

ini berpotensi mencederai prinsip negara hukum, menurunkan legitimasi pemilu, serta 

melemahkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk- bentuk pelanggaran administrasi Pemilu 

2024 di Provinsi Lampung, menganalisis mekanisme penanganannya oleh Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta menilai implementasi prinsip negara hukum 

dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak KPU 

dan Bawaslu Kota Metro serta studi dokumentasi terhadap Undang- Undang Nomor 

7 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, dan 

laporan pengawasan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran 

administrasi masih berdampak signifikan terhadap legitimasi pemilu akibat lemahnya 

akurasi data pemilih, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya 

koordinasi kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas 

Bawaslu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas KPU, penegakan hukum yang 

konsisten, serta optimalisasi teknologi informasi dalam pengawasan pemilu. 

mailto:ameliajayaputri589@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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INTRODUCTION 

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara 

hukum mengandung prinsip bahwa segala tindakan penyelenggara negara harus 

berdasarkan hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia, persamaan 

di hadapan hukum, dan keadilan. Negara hukum bukan hanya tentang kehadiran 

hukum, tetapi juga tentang supremasi hukum yang mengikat semua elemen 

pemerintahan maupun masyarakat. Konsep ini sejalan dengan pandangan 

(Rumiartha, 2019) yang menekankan supremasi hukum (supremacy of law), asas 

legalitas (due process of law), dan kesetaraan dihadapan hukum (equality before the 

law) sebagai prinsip utama dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, dalam 

praktik ketatanegaraan Indonesia, seluruh penyelenggaraan negara, termasuk 

mekanisme pengambilan kekuasaan politik, harus tunduk pada prinsip hukum yang 

berlaku (Muhlashin, 2021). 

Pada negara hukum yang juga menganut sistem demokrasi yang menempatkan 

kedaulatan rakyat sebagai landasan utama dalam sistem ketatanegaraan. Hal tersebut 

ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa “Kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Demokrasi bukan sekadar 

sistem politik, tetapi demokrasi memberikan legitimasi pada hukum, sementara 

hukum memberikan batasan agar demokrasi tidak berubah menjadi kekuasaan yang 

sewenang-wenang (Zakaria, 2019). Implementasi nyata dari prinsip demokrasi dan 

negara hukum di Indonesia terwujud melalui pelaksanaan Pemilihan Umum 

(Pemilu). Pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan menjadi prasyarat 

utama untuk menghasilkan pemimpin yang legitimasi dan pemerintahan yang efektif 

(Sugiharto & Riyanti, 2020) dan menjamin legitimasi pemerintahan yang terpilih 

(Lestari, S., & Risnain, 2020). 

Berdasarkan kerangka negara hukum, pelaksanaan Pemilihan Umum di 

Indonesia dijamin oleh serangkaian peraturan perundang-undangan yang 

komprehensif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

menjadi pondasi utama yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan Pemilu, 

termasuk definisi dan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi (Aspan & 

Suwandi, 2022). Landasan konstitusional dan legislatif yang kuat dalam menjamin 

pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan berintegritas, selain Undang-Undang 

Pemilu, Indonesia juga telah menyusun peraturan turunannya untuk memberikan 

kerangka kerja yang komprehensif yang mengatur setiap tahapan Pemilu dan 

menangani potensi terjadinya pelanggaran administrasi (Prawira, 2019). Peraturan 

turunan tersebut adalah Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 dan Peraturan 

Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia 

menyediakan kerangka kerja yang solid untuk memastikan Pemilu yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip demokrasi dan mekanisme penanganan pelanggaran 

administrasi yang jelas. 
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Fenomena hukum yang sering terjadi pada Pemilu 2024 menunjukan 

pelanggaran Administrasi masih menjadi persoalan dibergai daerah termasuk 

provinsi Lampung. Setiap penyelenggaraan Pemilu potensi terjadinya pelanggaran 

tidak dapat dihin dari (Lefteuw & Pattiasina, 2022). Pelanggaran administrasi 

Pemilu, dapat muncul di berbagai tahapan seperti registrasi pemilih, pencalonan, 

pengawasan, hingga penghitungan suara, yang bersifat sensitif dan rentan 

dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu (Supriyadi & Anandy, 

2020)(Supriyadi, 2020). Fenomena ini memperburuk stabilitas, keadilan, dan 

kredibilitas proses pemilu. Pelanggaran administratif pemilu termasuk dalam 

kategori ini adalah ketidaksesuaian proses tahapan seperti registrasi, penyusunan 

Daftar Calon Tetap (DCT), distribusi logistik, dan penghitungan suara merupakan 

bagian dari sengketa pemilihan umum yang paling umum, meski sering terlupakan. 

Penanganannya memerlukan prosedur terukur dan profesional agar tidak 

menimbulkan kerugian hukum, ketidakadilan, serta menurunkan kepercayaan 

masyarakat (Prabowo, 2024). Kondisi ini menempatkan penanganan pelanggaran 

administrasi sebagai isu hukum yang krusial, karena berkaitan langsung dengan 

efektivitas penerapan prinsip negara hukum dalam menjaga integritas, kepastian 

hukum, dan legitimasi hasil Pemilu. 

Pelanggaran pemilu merupakan masalah krusial yang tidak hanya terjadi di 

tingkat lokal, tetapi juga secara nasional. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

mencatat berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi pada lapangan saat pemilu, 

mencakup pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, pelanggaran etik oleh 

penyelenggara, hingga masalah teknis seperti distribusi logistik dan data pemilih. 

Pelanggaran-pelanggaran ini antara lain berupa politik uang, kampanye di luar 

jadwal, manipulasi suara, pemilih fiktif, serta ketidaknetralan aparatur sipil negara 

(ASN). Data Bawaslu RI hingga Februari 2024 secara nasional menunjukkan lebih 

dari 1.200 laporan pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran administratif, etik, dan 

pidana pemilu. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah integritas pemilu masih 

menjadi tantangan serius dalam mewujudkan demokrasi yang sehat di Indonesia 

(Fajrianto & Andriyansyah, 2024). 

Praktik dari penyelenggaraan pemilu 2024 seperti Provinsi Lampung, yang 

turut menangani pelanggaran administrasi yang menunjukkan persoalan faktual 

sehingga mencerminkan lemahnya prinsip negara hukum. Bentuk pelanggaran 

administrasi yang terjadi di Provinsi Lampung seperti, pemilih fiktif masih ada di 

daftar pemilih menunjukkan ketidakkonsistenan yang signifikan dalam proses 

pemutakhiran data pemilih, yang seharusnya dilakukan dengan hati-hati, jelas dan 

sesuai dengan standar. Salah satu bukti konkret telah terjadinya pelanggaran 

administratif di Provinsi Lampung dapat dilihat pada kasus tahun 2019, dimana KPU 

Kabupaten Lampung Timur terbukti melakukan pelanggaran administratif dalam 

proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif. Berdasarkan Putusan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 140-PKE- 

DKPP/VI/2019, KPU Kabupaten Lampung Timur dinyatakan bersalah karena 
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meloloskan calon legislatif dari Partai Gerindra, Agus S.Kom, ke dalam DCT 

meskipun yang bersangkutan tidak memenuhi syarat administrasi berupa 

kelengkapan dokumen ijazah yang seharusnya dilampirkan (Putusan DKPP Nomor 

140-PKE-DKPP/VI/2019, KPU Kabupaten Lampung Timur, 2019). Dokumen 

putusan tersebut menyebut bahwa calon bersangkutan berasal dari Dapil 4 

Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran administratif 

pada level caleg dan penetapan calon nyata terjadi dalam salah satu dapil di 

Lampung. Pelanggaran administratif bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan 

bagian dari kelemahan sistem terutama dalam verifikasi persyaratan calon dan 

pemutakhiran data mendapat dukungan dari bukti konkret atas kasus di Lampung 

Timur tersebut; dan hal ini memperkuat urgensi reformasi sistemik serta pengawasan 

yang lebih ketat. 

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk 

menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu 

sebagai bagian dari sistem penegakan hukum Pemilu di Indonesia (Turangan, 

2019). Namun demikian, praktik penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 

Tahun 2024 di Provinsi Lampung menunjukkan adanya berbagai persoalan 

mendasar, terutama terkait ketidakonsistenan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

dalam menerapkan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi. Hal tersebut 

terlihat dari adanya perbedaan perlakuan terhadap laporan pelanggaran administrasi, 

baik dari segi tahapan pemeriksaan, jangka waktu penanganan, maupun bentuk 

sanksi yang dijatuhkan, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan dan 

melemahkan legitimasi penegakan hukum Pemilu di tingkat daerah (Ihsan, 2019). 

Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap regulasi Pemilu antara penyelenggara 

Pemilu di daerah juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peserta Pemilu, 

khususnya terkait prosedur penanganan, standar pembuktian, serta konsekuensi 

hukum atas pelanggaran administrasi yang dituduhkan, yang pada akhirnya 

bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam negara hukum (Novarizal, 

2024). Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya pembuktian dalam 

penanganan pelanggaran administrasi Pemilu yang berdampak pada penjatuhan 

sanksi yang tidak proporsional, di mana pelanggaran tertentu yang seharusnya 

dikenai sanksi tegas justru berakhir dengan sanksi ringan, sementara pelanggaran 

administratif lainnya dikenai sanksi berat tanpa dasar pembuktian yang kuat, 

sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan asas proporsionalitas 

(Khairullaili, 2023). Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara 

norma hukum Pemilu yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan dan 

praktik pelaksanaannya di lapangan, sebagaimana konsep perbedaan antara hukum 

dalam peraturan dan hukum dalam praktik yang dikemukakan oleh Lawrence Meir 

Friedman, yang pada akhirnya berpotensi mencederai prinsip negara hukum dan 

integritas demokrasi lokal di Provinsi Lampung. Ketidakkonsistenan mekanisme, 

ketidakjelasan  kewenangan,  serta  ketidakpastian  hukum  dalam  penanganan 
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pelanggaran administrasi pemilu mencerminkan adanya kesenjangan antara norma 

hukum pemilu (law in the books) dan praktik pelaksanaannya (law in action), yang 

menjadi inti problematika dalam penelitian ini. (Friedman & Hayden, 2017). 

Pelanggaran administrasi dalam pemilu dapat berujung pada pemungutan 

suara yang tidak sah, yang pada gilirannya merusak integritas hasil pemilu dan 

merugikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Bentuk pelanggaran 

seperti kecurangan dan korupsi juga dapat terjadi karena pelanggaran administrasi 

selama proses pemilihan umum yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara 

menjadi tidak sah serta dapat mengganggu kejujuran hasil pemilihan dan 

mengurangi kepercayaan rakyat terhadap proses pemilihan umum, sehingga 

berpotensi merusak integritas maupun prinsip-prinsip dasar demokrasi (Satria, 2019). 

Permasalahan kecurangan dan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu bukan hanya 

persoalan lokal atau provinsi tertentu, melainkan merupakan masalah nasional yang 

terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah maraknya 

praktik money politics atau politik uang dalam pelaksanaan pemilu di banyak wilayah 

yang telah diidentifikasi sebagai bentuk korupsi elektoral dan menjadi ancaman 

serius bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa 

praktik politik uang masih terjadi di berbagai daerah pada pemilu 2019 dan 2024 

serta menjadi pola kecurangan yang sistemik dan terorganisir di tingkat nasional 

(IDEA, 2024). Laporan lain dijelaskan bahwa vote buying dan penyalahgunaan 

fasilitas negara dalam kontestasi pemilu merupakan bentuk pelanggaran yang 

dilakukan secara masif di berbagai daerah dan menjadi indikator lemahnya integritas 

pemilu secara nasional (Rangkuti, 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa 

pelanggaran administratif yang diikuti praktik koruptif bukan sekadar kesalahan 

teknis, tetapi merupakan gejala dari ketidakefisienan sistem, lemahnya akuntabilitas 

penyelenggara, dan kurangnya penegakan hukum, sehingga menjadi ancaman serius 

bagi keberlanjutan demokrasi elektoral di Indonesia. Oleh karena itu, pelanggaran 

administrasi harus dianggap serius, karena dapat mengancam stabilitas demokrasi. 

Pelanggaran administrasi pemilu, peneliti menemukan beberapa hasil 

penelitian yang berkaitan dengan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi 

pemilu sebagaimana diteliti oleh (Yasmin & Erowati 2025) membahas perubahan 

mekanisme penanganan pelanggaran pemilu secara administratif dan pelanggaran 

tindak pidana. Dengan mengoptimalisasi teknologi, peningkatan literasi politik, dan 

kolaborasi lebih baik antar lembaga perlu diperkuat untuk memastikan pemilu yang 

lebih transparan dan berintegritas. Di sisi lain, (Abra, 2024) dalam penelitiannya 

"Problematika Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum 2024 di Indonesia" 

menyatakan perlunya pengawasan pemilu secara optimalisasi prosedur hukum dan 

peningkatan kesadaran pemilih demi menjaga integritas pemilu. Prosedur yang 

berbelit sering kali menjadi penghambat kecepatan penyelesaian pelanggaran. 

Penelitian (Meidiawaty & Israhadi, 2024) menawarkan sudut pandang filosofis dan 

normatif, menekankan pentingnya penguatan pengawasan serta keterlibatan 

masyarakat sipil sebagai aktor sentral dalam menjaga legitimasi demokrasi. Mereka 
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menilai bahwa pengawasan yang kuat dan partisipasi publik aktif dapat menjadi 

benteng utama terhadap praktik-praktik manipulatif dan pelanggaran administrasi 

yang merusak kepercayaan publik. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Maulana, 

2024) yang menyoroti tantangan digitalisasi dalam pengawasan pemilu, di mana 

pelanggaran administrasi kini tidak hanya terjadi secara konvensional, tetapi juga 

melalui ruang digital. Hal ini memerlukan adaptasi sistem pengawasan dan 

peningkatan kapasitas kelembagaan. Kolaborasi antar lembaga, serta adaptasi sistem 

pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan dinamika politik lokal, menjadi 

sangat penting agar integritas dan kredibilitas pemilu di Indonesia dapat terjaga 

secara berkelanjutan. 

Merespons berbagai studi terdahulu yang membahas kompleksitas pelanggaran 

pemilu dari berbagai sudut pandang, penelitian ini hadir untuk memperdalam 

pemahaman khususnya pada konteks lokal di Provinsi Lampung. Keterbaruan 

penelitian terkait pelanggaran administratif dalam proses pemilu dapat dilihat dari 

upaya untuk menjawab tantangan modernitas dan kompleksitas penyelenggaraan 

pemilu. Penelitian (Yasmin & Erowati, 2025) membawa perspektif baru dengan 

menekankan pentingnya optimalisasi teknologi dalam penanganan pelanggaran 

administratif dan peningkatan literasi politik sebagai langkah preventif. Sementara 

itu, penelitian (Abra, 2024) menawarkan pendekatan praktis dengan fokus pada 

optimalisasi prosedur hukum dan peningkatan kesadaran pemilih untuk 

mempercepat penyelesaian pelanggaran. (Meidiawaty & Israhadi, 2024) 

memberikan dimensi filosofis dengan menekankan penguatan pengawasan dan 

peran masyarakat sipil dalam menjaga legitimasi demokrasi. Terakhir, (Maulana, 

2024) menyoroti tantangan digitalisasi dalam pengawasan pemilu, mengidentifikasi 

pelanggaran administratif yang kini meluas ke ruang digital, dan menawarkan solusi 

berupa adaptasi sistem pengawasan berbasis teknologi serta kolaborasi lintas 

lembaga. 

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pelanggaran pemilu dan peran 

lembaga pengawas pemilu, dengan sebagian kajian menitikberatkan pada efektivitas 

kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjaga integritas 

penyelenggaraan pemilu dan tantangan pengawasan pemilu di era digital. Kajian- 

kajian tersebut umumnya bersifat umum dan berfokus pada konteks nasional, 

sehingga belum secara spesifik mengkaji penanganan pelanggaran administrasi 

pemilu sebagai persoalan dalam praktik penyelenggaraan di tingkat daerah, yang 

memiliki kompleksitas kontekstual tersendiri. Dalam konteks Provinsi Lampung, 

penelitian yang mengkaji kesenjangan antara norma hukum pemilu dan praktik 

penanganan pelanggaran administrasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum masih 

relatif terbatas, padahal praktik penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 

di Lampung menunjukkan persoalan konkret berupa ketidakkonsistenan penerapan 

mekanisme penanganan, ketidakjelasan batas kewenangan antara Badan Pengawas 

Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum, perbedaan interpretasi regulasi, 

serta lemahnya pembuktian yang berdampak pada penjatuhan sanksi yang tidak 
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proporsional (Turangan, 2019). Aspek-aspek tersebut belum banyak dianalisis secara 

komprehensif dalam kerangka prinsip negara hukum, khususnya melalui pendekatan 

normatif–empiris yang menghubungkan ketentuan hukum pemilu dengan fakta 

sosial di lapangan, meskipun kepastian hukum dan asas proporsionalitas merupakan 

pilar penting dalam penegakan hukum administrasi negara (Rahayu, S. & Prabowo, 

2020). Oleh karena itu, terdapat urgensi akademik untuk menghadirkan penelitian 

yang tidak hanya memotret jenis dan jumlah pelanggaran administrasi pemilu, tetapi 

juga mengkaji secara kritis bagaimana mekanisme penanganannya dijalankan oleh 

Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat provinsi serta sejauh mana praktik 

tersebut mencerminkan prinsip negara hukum. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk dan karakteristik pelanggaran 

administrasi Pemilu 2024 yang terjadi di Provinsi Lampung?; 2) Bagaimana 

mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 oleh Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku?; 3) Bagaimana implementasi prinsip negara 

hukum, khususnya asas kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas, dalam 

praktik penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 di Provinsi Lampung?. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pelanggaran administrasi 

Pemilu 2024 di Provinsi Lampung dalam perspektif prinsip negara hukum dengan 

menggunakan pendekatan normatif–empiris. Secara khusus, penelitian ini bertujuan 

untuk: 1) Mengidentifikasi bentuk dan karakteristik pelanggaran administrasi Pemilu 

2024 yang terjadi di Provinsi Lampung, 2) Menganalisis mekanisme penanganan 

pelanggaran administrasi Pemilu 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, 3) Menilai implementasi prinsip negara hukum, khususnya asas kepastian 

hukum, keadilan, dan proporsionalitas, dalam praktik penanganan pelanggaran 

administrasi Pemilu 2024 di Provinsi Lampung. 

 

RESEARCH METHODS 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif- 

empiris. Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui 

sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara 

efektif. Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau 

hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di 

masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris seringkali digunakan untuk 

mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang- undang (law in book) 

dan juga hukum di konsepkan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar 

manusia dapat berprilaku yang pantas (law in action) (Mushafi, 2025). 

Pendekatan normatif pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis 

ketentuan hukum yang mengatur pelanggaran administrasi pemilu, sedangkan 

pendekatan empiris digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan tersebut 
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diimplementasikan oleh penyelenggara pemilu dalam praktik penanganan 

pelanggaran administrasi Pemilu 2024 di Provinsi Lampung. Pendekatan normatif 

dalam penelitian ini difokuskan pada pengkajian peraturan perundang- undangan 

yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024, serta Peraturan 

Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024. Kajian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi norma, prosedur, serta kewenangan lembaga penyelenggara pemilu 

dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu. Sementara itu, pendekatan 

empiris diarahkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan 

ketentuan tersebut melalui praktik pengawasan dan penanganan pelanggaran 

administratif oleh KPU dan Bawaslu di tingkat daerah. 

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan secara sistematis menjadi tiga 

jenis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro yang 

terlibat langsung dalam proses pengawasan serta penanganan pelanggaran 

administrasi Pemilu 2024. Data sekunder terdiri atas peraturan perundang-undangan, 

putusan atau rekomendasi terkait pelanggaran administrasi pemilu, laporan resmi 

pengawasan pemilu, serta literatur ilmiah berupa buku dan jurnal hukum yang 

relevan dengan tema penelitian. Adapun data tersier digunakan sebagai data 

pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, yang berfungsi untuk 

memperjelas istilah, konsep, dan definisi hukum yang digunakan dalam penelitian. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pola berpikir induktif. 

Penerapan analisis induktif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

menginventarisasi dan mengklasifikasikan temuan empiris di lapangan mengenai 

jenis-jenis pelanggaran administrasi pemilu, mekanisme penanganan, serta kendala 

yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Temuan-temuan tersebut kemudian 

dikaitkan dan dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku untuk menilai 

kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaannya, serta untuk 

mengkaji sejauh mana prinsip negara hukum dan asas kepastian hukum telah 

diterapkan dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu. 

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik validasi data berupa 

triangulasi sumber dan cross-check dokumen. Triangulasi dilakukan dengan 

membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen resmi KPU dan Bawaslu 

serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Selain itu, cross-check 

dokumen dilakukan untuk memastikan konsistensi antara data normatif dan fakta 

empiris, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat keandalan dan validitas yang 

memadai. 

 
RESULTS AND DISCUSSION RESULTS 
a. Pelanggaran Administrasi Pemilu di Indonesia 

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam demokrasi modern 

yang berfungsi menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan arah kekuasaan 
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politik secara sah dan konstitusional. Dalam perspektif negara hukum, 

keberlangsungan pemilu yang demokratis mensyaratkan kepatuhan terhadap 

seluruh prosedur dan mekanisme administrasi yang telah ditetapkan. Penegakan 

hukum pemilu (electoral law enforcement) menjadi prasyarat agar pemilu tidak 

hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi substantif (Nasir, 

2020). Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran, termasuk pelanggaran 

administratif, berpotensi merusak integritas proses dan hasil pemilu. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

mengklasifikasikan pelanggaran pemilu ke dalam empat kategori, yaitu 

pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, tindak pidana pemilu, dan 

pelanggaran lainnya. Pelanggaran administrasi merupakan bentuk 

penyimpangan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan 

pemilu yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan, yang meskipun 

sering dipandang sebagai kesalahan teknis, memiliki dampak signifikan 

terhadap keadilan dan kesetaraan kompetisi politik (Asnawi, 2023) 

Dalam perspektif teori demokrasi prosedural, sebagaimana dikemukakan 

oleh (Diamond, 1999) kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh 

keberlangsungan prosedur yang adil, kompetitif, dan transparan. Pelanggaran 

administratif seperti manipulasi daftar pemilih, keterlambatan distribusi logistik, 

atau penyalahgunaan fasilitas negara secara langsung mencederai prinsip free 

and fair election. Sementara itu, (Habermas, 1996) menegaskan bahwa 

legitimasi demokrasi hanya dapat terwujud apabila proses politik berjalan 

berdasarkan prosedur yang rasional, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara publik. Dengan demikian, pelanggaran administratif bukan sekadar 

persoalan teknis, melainkan merupakan ancaman terhadap legitimasi demokrasi 

itu sendiri. 

Faktor penyebab pelanggaran administratif tidak terjadi dalam ruang 

hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dimensi struktural dan kultural. 

Beberapa di antaranya adalah lemahnya norma hukum yang multitafsir, 

minimnya literasi pemilih, serta intervensi elite politik lokal yang berupaya 

mengamankan kemenangan melalui cara- cara non-demokratis (Hartanto, 2021). 

Selain itu, rendahnya pemahaman penyelenggara terhadap peraturan juga 

menjadi celah munculnya pelanggaran. Misalnya, pelanggaraN terhadap 

prosedur pendaftaran calon peserta pemilu sering kali disebabkan oleh kurangnya 

pelatihan teknis dan sosialisasi regulasi terbaru, seperti Peraturan KPU Nomor 

10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, maupun 

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran 

Administratif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran administratif di 

Provinsi Lampung terjadi secara berulang dan cenderung meningkat pada setiap 

periode pemilu. Bentuk pelanggaran tersebut tersebar di hampir seluruh tahapan 

pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, kampanye, 
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hingga rekapitulasi suara. (Saputra, 2020). Kondisi ini mengindikasikan 

lemahnya konsistensi pengawasan serta belum optimalnya kapasitas 

kelembagaan penyelenggara pemilu, khususnya dalam memastikan kepatuhan 

terhadap prosedur administrasi (Rumbia, 2024). Berikut merupakan Data dari 

Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan kasus dari yang menunjukkan 

pelanggaran administratif semakin serius dan meluas. 

 

Tabel 1. Data Pelanggaran Administrasi di Provinsi Lampung Tahun 2014-2024 
 

No. Jenis Pelanggaran 

Administrasi 

2014 (Lokasi) 2019 (Lokasi) 2024 (Lokasi) 

1 Keterlambatan 

distribusi logistik 

Lampung Timur, 

Tanggamus, Way 

Pesawaran, 

Lampung Selatan, 

Lampung Tengah, 

Pesisir Barat, 

 pemilu Kanan Tulang Bawang Mesuji 

2 Penggunaan 

fasilitas negara 

Bandar Lampung, 

Pringsewu 

Metro, Lampung 

Utara, 

Lampung Selatan, 

Pesawaran, 

 untuk kampanye  Tanggamus Lampung Barat 

3 Petugas KPPS Lampung Utara Way Kanan, Tanggamus, 

 tidak netral/terlibat  Tulang Bawang Pringsewu, 

 kampanye  Barat, Metro Lampung Tengah 

4 Pemilih tidak Lampung Selatan, Lampung Timur, Bandar Lampung, 

 tercantum dalam Tulang Bawang Mesuji, Way Kanan, 

 DPT Barat Pesawaran Lampung Barat 

5 Pemasangan APK Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Utara, 

 di lokasi terlarang Metro, Lampung Pringsewu, Pesawaran, 

  Tengah Lampung Timur Pesisir Barat 

6 Pelanggaran jadwal 

kampanye 

Lampung Barat Lampung Tengah, 

Metro 

Tanggamus, 

Mesuji 

7 Keterlambatan 

rekapitulasi di 

Tanggamus, 

Tulang Bawang 

Lampung Timur, 

Way Kanan, 

Lampung Selatan, 

Tulang Bawang, 

 tingkat kecamatan  Pesawaran Metro 

8 Ketidaksesuaian 

antara C1 dan 

— Bandar Lampung, 

Lampung Tengah 

Lampung Timur, 

Pringsewu 

 DAA1    

 Total Kasus 19 kasus 33 kasus 52 kasus 

Sumber :Laporan Bawaslu Prov. Lampung tahun 2014, 2019, dan 2024 
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Peningkatan jumlah dan sebaran pelanggaran administrasi di Lampung dari 

2014 hingga 2024 mencerminkan belum optimalnya upaya pencegahan dan 

penindakan pelanggaran, meskipun secara kelembagaan pengawasan telah 

diperkuat. Selama periode kampanye Pemilihan 2024 di Lampung, Bawaslu 

Provinsi Lampung melaporkan bahwa antara 25 September dan 25 Oktober 

2024 ada 44 dugaan pelanggaran yang ditangani meliputi pelanggaran 

administrasi, netralitas ASN, hingga pidana pemilu (Tribrata Lampung, 2024). 

Pada rentang kampanye yang sedikit lebih panjang (25 September–4 November 

2024), lembaga pengawas ini mencatat 55 temuan dan laporan pelanggaran 

yang diproses bersama Panwaslu kabupaten/kota (Tribrata Lampung, 2024). 

Sebelumnya, pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di kota Bandar Lampung, 

Bawaslu memutuskan bahwa pasangan calon dengan nomor urut 03 terbukti 

melakukan pelanggaran administratif secara “terstruktur, sistematis, dan masif 

(TSM)”, sehingga diskualifikasi (Bawaslu, 2021). Kumpulan data dan temuan 

ini menunjukkan bahwa pelanggaran di Lampung bukan hanya insiden sporadis 

atau kesalahan teknis melainkan mencerminkan pola sistemik: meskipun 

pengawasan kelembagaan telah diperkuat, tetap muncul pelanggaran 

administratif, netralitas ASN, dan penyimpangan lainnya secara konsisten. Hal 

ini memperkuat gagasan bahwa penyebabnya bukan semata human error, 

melainkan ketidakefisienan sistem dan lemahnya akuntabilitas penyelenggara 

maupun peserta pemilu. 

Berdasarkan sudut pandang hukum, pelanggaran administratif pemilu 

ditangani melalui mekanisme ajudikasi kuasi-yudisial oleh Bawaslu 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, khususnya Pasal 456– 

486. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk 

menerima laporan, melakukan kajian awal, memeriksa pihak terkait, 

menyelenggarakan sidang terbuka, serta mengeluarkan putusan yang bersifat 

Pelanggaran Administrasi di Lampung 
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Gambar 1. Peningkatan Pelanggaran Administrasi di Lampung 
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mengikat terhadap penyelenggara pemilu. Kewenangan kuasi-yudisial ini 

memungkinkan penyelesaian sengketa administratif secara cepat, adil, dan 

akuntabel tanpa harus melalui proses peradilan formal yang cenderung memakan 

waktu lama. Namun demikian, pelanggaran administratif tidak dapat dipandang 

semata sebagai kesalahan teknis, karena jika dibiarkan dapat merusak prinsip 

keadilan elektoral dan mencederai demokrasi substantif. Oleh karena itu, 

pendekatan hukum perlu dilengkapi dengan pendekatan edukatif dan penguatan 

kelembagaan guna membangun budaya pemilu yang jujur dan adil (Harahap & 

Thamrin, 2022). 

Pelanggaran administratif pemilu merupakan persoalan multidimensi yang 

berdampak tidak hanya pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada 

kualitas demokrasi. Penanganan dan pencegahannya memerlukan sinergi antara 

regulasi yang kuat, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta peningkatan 

literasi politik masyarakat. Integritas pemilu tidak hanya diukur dari keabsahan 

hasil, melainkan juga dari sejauh mana proses pemilu mencerminkan prinsip 

partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam konteks ini, penguatan 

efektivitas Perbawaslu dan PKPU terbaru menjadi langkah strategis, yang 

indikatornya dapat dilihat dari kepastian hukum, penurunan pelanggaran 

berulang, percepatan penyelesaian sengketa, serta meningkatnya kepatuhan 

peserta pemilu. Di samping itu, regulasi yang efektif harus mudah dipahami dan 

diakses, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta didukung oleh 

pendidikan politik dan pengawasan berbasis digital untuk mewujudkan pemilu 

yang demokratis dan berintegritas. 

 

b. Peran dan Penanganan Bawaslu terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran krusial 

dalam mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum (Pemilu) (Ma;arif et al., 

2022). Sebagai lembaga independen, Bawaslu bertanggung jawab untuk 

memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat. Tugas Bawaslu meliputi 

penyusunan standar tata laksana pengawasan Pemilu di setiap tingkatan, 

melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan 

sengketa proses Pemilu, serta mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan 

penyelenggaraan Pemilu (Therasari, 2022). Hal ini menempatkan Bawaslu 

sebagai aktor utama dalam sistem checks and balances kepemiluan, terutama 

dalam konteks  meningkatnya  kompleksitas  pelanggaran  administratif  dan 

potensi manipulasi proses demokrasi. 

Bawaslu memiliki kewenangan yang luas berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang kemudian diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Maulana, 2024). Bawaslu 

berwenang untuk mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, termasuk 

perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, perencanaan pengadaan 

logistik  oleh  KPU,  sosialisasi  penyelenggaraan  Pemilu,  dan  pelaksanaan 
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persiapan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Saleh, 2021). 

Bawaslu juga mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, seperti 

pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih, penataan daerah 

pemilihan, penetapan peserta Pemilu, dan pencalonan pasangan calon. Selain 

itu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas 

temuan dan laporan terkait tindakanyang diduga mengandung unsur pidana 

Pemilu kepada pihak yang berwenang, sehingga koordinasi dengan lembaga 

penegak hukum menjadi suatu keharusan (Maulana, 2023). 

Dalam konteks penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, Bawaslu 

telah memiliki mekanisme yang relatif sistematis dan terstruktur sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Bawaslu 

Nomor 8 Tahun 2022. Mekanisme ini mencakup tahapan penerimaan laporan 

atau temuan, verifikasi formil dan materil, klarifikasi, pemeriksaan alat bukti, 

hingga pengambilan putusan dalam batas waktu tertentu. Secara normatif, 

desain mekanisme tersebut telah memenuhi prinsip due process of law, 

kepastian hukum, dan efisiensi penanganan perkara. Namun demikian, dalam 

realitas empirik, implementasi mekanisme ini kerap menghadapi kendala, 

seperti keterbatasan waktu penanganan, kualitas bukti yang lemah, serta 

resistensi dari pihak- pihak yang diawasi, sehingga berdampak pada optimalisasi 

penegakan hukum administratif Pemilu. 

Kewenangan Bawaslu untuk menjatuhkan sanksi administratif atau 

memberikan rekomendasi kepada KPU dan aparat penegak hukum menunjukkan 

bahwa posisi Bawaslu tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada 

efektivitas koordinasi lintas lembaga. Di sinilah muncul persoalan struktural, 

karena rekomendasi Bawaslu tidak selalu direspons secara optimal oleh 

lembaga terkait. Kondisi ini berpotensi melemahkan daya paksa pengawasan 

dan menimbulkan kesan bahwa penanganan pelanggaran administratif masih 

bersifat formalistik, bukan substantif. Temuan penelitian (Haryani, 2023) 

menguatkan pandangan ini dengan menunjukkan bahwa meskipun prosedur 

normatif telah dijalankan, masih terdapat tantangan serius dalam aspek kapasitas 

sumber daya manusia, interpretasi hukum, dan sinkronisasi kewenangan. 

Pada tahapan akhir Pemilu, keberlakuan Peraturan Bawaslu Nomor 5 

Tahun 2024 dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2024 mempertegas peran 

Bawaslu dalam mengawal legitimasi hasil Pemilu, khususnya dalam 

pengawasan penetapan calon terpilih dan perlengkapan pemungutan suara. 

Penguatan regulasi ini secara teoritik mencerminkan upaya negara untuk 

menutup celah manipulasi pada fase paling krusial Pemilu. Namun, 

efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi pengawasan di tingkat daerah 

serta keberanian Bawaslu dalam menindak pelanggaran yang melibatkan aktor 

politik maupun aparatur negara. 

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa Bawaslu telah memiliki 

kerangka hukum dan mekanisme pengawasan yang memadai secara normatif, 
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tetapi efektivitasnya dalam menjaga integritas Pemilu sangat dipengaruhi oleh 

faktor struktural, institusional, dan praksis di lapangan. Bawaslu bukan sekadar 

lembaga simbolik, melainkan institusi dengan mandat kuat; namun tanpa 

penguatan kapasitas, koordinasi antarlembaga, dan komitmen penegakan hukum 

yang konsisten, peran strategis tersebut berisiko tidak sepenuhnya mampu 

mencegah dan menanggulangi pelanggaran administratif Pemilu secara 

komprehensif. 

 

c. Rekomendasi Kebijakan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu 

Pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemilu telah menjadi 

tantangan serius yang mengancam prinsip keadilan dan legitimasi hasil 

pemilihan (Nuraini, 2023). Pelanggaran administrasi tidak hanya dianggap 

sebagai kesalahan prosedural, tetapi juga memiliki dampak sistemik yang dapat 

mengganggu integritas pemilu secara keseluruhan. Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Bawaslu), sebagai lembaga pengawas independen, memiliki tanggung 

jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan 

sesuai dengan prinsip legalitas dan keadilan elektoral (Rahmawati, dkk. 2022). 

Namun, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa efektivitas penanganan 

pelanggaran administrasi masih menghadapi kendala struktural, terutama pada 

aspek implementasi kebijakan, koordinasi antarlembaga, serta daya paksa 

sanksi. 

Berdasarkan evaluasi terhadap praktik penanganan pelanggaran 

administratif Pemilu, dapat dianalisis bahwa lemahnya sinkronisasi antara 

Bawaslu dan KPU dalam menindaklanjuti pelanggaran secara tepat waktu dan 

konsisten menjadi salah satu akar persoalan. Ketidakterpaduan ini diperparah 

oleh perbedaan penafsiran regulasi teknis dan keterbatasan pemahaman aparat 

penyelenggara Pemilu di tingkat daerah. Selain itu, kecenderungan putusan 

pelanggaran administratif yang tidak diikuti dengan sanksi tegas menimbulkan 

kesan impunitas dan melemahkan efek jera, sehingga berpotensi mengulangi 

pelanggaran serupa pada Pemilu berikutnya. Oleh karena itu, rekomendasi 

kebijakan perlu diarahkan secara lebih operasional dan dibedakan berdasarkan 

horizon waktu implementasinya agar dapat diterapkan secara realistis dan 

berkelanjutan. 

a) Rekomendasi Jangka Pendek 

Pertama, penguatan regulasi teknis yang lebih operasional. Dalam 

jangka pendek, Bawaslu dan KPU perlu menyusun dan menyempurnakan 

petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang bersifat 

praktis, rinci, dan mudah dipahami oleh penyelenggara Pemilu di tingkat 

daerah. Regulasi teknis yang ada selama ini masih bersifat normatif dan 

menyisakan ruang tafsir yang lebar, sehingga menyulitkan implementasi di 

lapangan, khususnya terkait akreditasi pemantau Pemilu dan distribusi 

logistik. (Rahayu & Prabowo, 2020). Penyusunan SOP bersama antar 
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lembaga (Bawaslu, KPU, dan DKPP) menjadi langkah strategis untuk 

memastikan keseragaman penerapan hukum administrasi Pemilu hingga 

tingkat kecamatan (Jamil, 2024). 

Kedua, penegasan dan penguatan sanksi administratif yang memiliki 

daya paksa hukum. Dalam jangka pendek, diperlukan penataan ulang 

klasifikasi sanksi administratif dalam peraturan Bawaslu dan PKPU agar 

tidak semata bersifat rekomendatif. Sanksi perlu dirumuskan secara tegas, 

proporsional, dan mengikat, sehingga putusan Bawaslu wajib 

ditindaklanjuti oleh pihak terkait (Rahayu & Prabowo, 2020). Penguatan 

sanksi ini penting untuk membangun efek jera dan meningkatkan kepatuhan 

peserta Pemilu serta penyelenggara teknis terhadap ketentuan hukum. 

(Husaini, 2024) 

 

b) Rekomendasi Jangka Panjang 

Pertama, pembentukan sistem pemantauan terpadu antarlembaga. 

Dalam jangka panjang, penanganan pelanggaran administratif Pemilu perlu 

didukung oleh sistem pengawasan berbasis digital yang terintegrasi antara 

Bawaslu, KPU, DKPP, dan lembaga pemantau independen. Sistem ini 

dapat memuat kanal pengaduan publik, pelaporan pelanggaran secara real- 

time, serta basis data bersama yang dapat diakses oleh seluruh pemangku 

kepentingan. (Lestari & Hidayat, 2022). Integrasi ini akan mengurangi 

tumpang tindih kewenangan, meningkatkan efisiensi penanganan 

pelanggaran, dan memperkuat transparansi proses pengawasan; (Sarkani, 

2025). 

Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara Pemilu di 

daerah. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan hukum 

administrasi Pemilu yang berkelanjutan perlu menjadi agenda jangka 

panjang. Aparat penyelenggara di tingkat daerah harus memiliki 

pemahaman yang seragam dan komprehensif terhadap prosedur 

penanganan pelanggaran, sehingga implementasi regulasi tidak lagi 

bergantung pada interpretasi subjektif. Upaya ini sejalan dengan arah 

kebijakan penguatan kelembagaan Bawaslu sebagaimana tercantum dalam 

Renstra Bawaslu 2020–2024. 

 

Pemisahan rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang tersebut, 

penanganan pelanggaran administrasi Pemilu diharapkan tidak hanya bersifat 

reaktif, tetapi juga berorientasi pada pembenahan sistemik. Pendekatan ini 

menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan penegakan hukum administrasi 

Pemilu yang efektif, berkeadilan, dan mampu menjaga integritas demokrasi 

secara berkelanjutan. 
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DISCUSSION 

a. Temuan Empiris Utama 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan 

administrasi Pemilu 2024 di Provinsi Lampung masih menghadapi kelemahan 

struktural dan sistemik yang berdampak langsung pada menurunnya integritas 

serta legitimasi proses pemilu. Berbagai bentuk pelanggaran administratif, 

seperti keberadaan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), 

penggunaan hak pilih tidak sesuai domisili, manipulasi data suara, serta 

ketidaktepatan pemutakhiran data pemilih, menunjukkan bahwa persoalan 

pengawasan tidak semata bersifat teknis. Pelanggaran-pelanggaran tersebut 

berkaitan erat dengan lemahnya verifikasi lapangan, keterbatasan kapasitas 

pengawas, ketidaksiapan sistem administrasi kepemiluan, serta rendahnya literasi 

hukum di kalangan penyelenggara dan masyarakat. 

b. Analisis Teoretis dan Normatif 

Dalam perspektif teori demokrasi, temuan tersebut menguatkan 

pandangan bahwa demokrasi prosedural saja tidak cukup menjamin 

terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Mengacu pada demokrasi substantif 

sebagaimana dikemukakan oleh Habermas dan Diamond, kualitas demokrasi 

ditentukan tidak hanya oleh pemenuhan prosedur formal, tetapi juga oleh 

transparansi, partisipasi publik yang setara, serta akuntabilitas 

penyelenggara pemilu. Lemahnya pengawasan administratif di Lampung 

mencerminkan kegagalan dalam memenuhi prinsip-prinsip tersebut, sehingga 

berpotensi menghasilkan legitimasi politik yang rapuh dan tidak sepenuhnya 

mencerminkan kehendak rakyat. 

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan 

landasan yang cukup kuat bagi Bawaslu untuk menangani pelanggaran 

administratif melalui mekanisme ajudikasi kuasi-yudisial sebagaimana diatur 

dalam Pasal 456–486. Ketentuan ini diperjelas melalui Perbawaslu Nomor 8 

Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur tata cara 

penyelesaian pelanggaran dan pengawasan penetapan hasil pemilu. Namun, 

temuan empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (law in 

the books) dan praktik di lapangan (law in action). Regulasi yang memadai 

belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang konsisten dan tegas, sehingga 

efektivitas pengawasan administratif menjadi rendah. 

Lemahnya efektivitas pengawasan administratif tidak hanya disebabkan 

oleh faktor teknis, tetapi juga oleh masalah struktural, seperti koordinasi 

antarlembaga yang belum optimal, kapasitas sumber daya manusia yang 

terbatas, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. 

Kondisi ini menegaskan bahwa pengawasan pemilu harus dipahami sebagai 

proses pengendalian yang berkelanjutan, bukan sekadar evaluasi pasca- 

pemungutan suara. Sebagaimana dikemukakan oleh Muchsan, pengawasan yang 

efektif harus mampu mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan sejak dini agar 
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tidak berulang dan meluas. 

Dalam konteks ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran 

strategis dalam memastikan validitas data pemilih dan akurasi setiap tahapan 

pemilu. Implementasi Keputusan KPU Nomor 528 Tahun 2023 tentang 

Penanganan Pelanggaran Administratif perlu diperkuat melalui pemanfaatan 

teknologi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi 

yang lebih efektif dengan Bawaslu. Tanpa upaya tersebut, pengawasan 

administratif akan sulit berkontribusi secara signifikan terhadap perbaikan 

kualitas demokrasi. 

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan 

administratif pemilu di Provinsi Lampung masih membutuhkan pembenahan 

menyeluruh. Penguatan regulasi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas 

kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kesadaran dan 

partisipasi masyarakat. Tanpa sinergi antara aspek normatif, institusional, dan 

sosial, pemilu berpotensi hanya sah secara prosedural, tetapi lemah secara 

substantif dalam mencerminkan kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi yang 

berintegritas. 

 

CONCLUSION 

Pelanggaran administratif dalam Pemilu 2024 di Provinsi Lampung 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum pemilu dan praktik 

pelaksanaannya di lapangan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran 

administratif tidak dapat dipandang semata- mata sebagai kesalahan teknis, 

melainkan sebagai persoalan struktural yang dipengaruhi oleh lemahnya 

pengawasan, rendahnya literasi hukum pemilu, serta belum optimalnya kinerja dan 

koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut berdampak pada 

menurunnya kualitas penyelenggaraan pemilu, melemahnya prinsip keadilan 

elektoral, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. 

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya 

penguatan sistem pengawasan pemilu yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bawaslu 

perlu meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran administratif melalui 

penguatan koordinasi kelembagaan dan pemanfaatan teknologi pengawasan. 

Sementara itu, KPU perlu memperbaiki tata kelola administrasi pemilu, khususnya 

dalam pemutakhiran data pemilih, peningkatan akuntabilitas internal, serta perluasan 

edukasi dan sosialisasi hukum pemilu kepada masyarakat. Penguatan pengawasan 

partisipatif juga menjadi langkah penting untuk mendorong keterlibatan publik 

dalam menjaga integritas pemilu, sehingga penyelenggaraan pemilu ke depan dapat 

berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

demokrasi. 
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CATATAN PERBAIKAN 

 

1. Judul 
• Judul sudah relevan namun cukup panjang. Disarankan mempertajam fokus 

dengan menghilangkan frasa yang tidak perlu. 
• Pertimbangkan menambahkan unsur normatif atau analitis agar sesuai fokus 

yuridis artikel. 

2. Abstract 
• Abstrak terlalu panjang dan menyerupai ringkasan artikel; idealnya 150–200 

kata. 
• Perlu memisahkan unsur background–purpose–method–results–recommendation 

secara lebih terstruktur. 
• Kata kunci: ada tanda titik dua ganda (“Keywords: :”); mohon diperbaiki. 

 
3. Introduction 

• Pendahuluan sebaiknya memuat 4 komponen utama secara runtut: 
1. Konteks umum dan fenomena hukum yang menjadi latar belakang. 
2. Masalah utama yang sedang terjadi dalam praktik atau kebijakan. 
3. Alasan mengapa kajian inti penting dan berkontribusi 
4. Gap penelitian / urgensi akademik yang belum banyak dikaji. 
5. Tujuan dan kontribusi penelitian, ditulis jelas di paragraf terakhir. 

Dalam point nomor 2 (Masalah Utama) di atas, mohon dapat memperkuat 
Argumentasi Masalah (Problem Argumentation) 
• Masalah utama mengenai penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 di 

Lampung harus dijelaskan dengan fokus yang lebih tajam, misalnya: 
o Ketidakkonsistenan Bawaslu dalam menerapkan mekanisme penanganan 

pelanggaran. 
o Ketidakjelasan batas kewenangan antara Bawaslu–KPU–Sentra 

Gakkumdu. 
o Ketidakpastian hukum bagi peserta pemilu akibat perbedaan interpretasi 

regulasi. 
o Lemahnya pembuktian dalam pelanggaran administrasi yang mengarah 

ke sanksi tidak proporsional. 
• Saat ini, masalah tersebut tersirat tetapi belum ditonjolkan secara tegas sebagai 

inti problematika penelitian. 
 

Tambahkan kalimat penguat seperti: 
“Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peserta pemilu, 
tetapi juga berpotensi mencederai prinsip negara hukum dan integritas demokrasi 
lokal.” 
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Research Methods 
• Perlu memperjelas definisi “normatif-empirik” agar tidak ambigu. 
• Sistematika sumber data harus dipisahkan: primer, sekunder, tersier. 
• Penjelasan metode analisis data (induktif) terlalu umum; perlu dijelaskan 

penerapannya dalam konteks pelanggaran administratif pemilu. 
• Perlu cantumkan teknik validasi data (triangulasi atau cross-check dokumen). 

4. Results and Discussion 
a. Pelanggaran Administrasi Pemilu 

• Bagian ini sangat panjang; perlu pemadatan tanpa mengurangi substansi hukum. 
• Tabel pelanggaran perlu dirapikan: penyelarasan kolom, sumber data ditulis 

dalam format akademik. 
• Analisis teori demokrasi perlu diperdalam dengan referensi primer (Habermas, 

Diamond), bukan hanya disebutkan. 
• Pastikan semua data memiliki sitasi; beberapa paragraf tidak memiliki sumber. 

b. Peran dan Penanganan Bawaslu 
• Penjelasan regulasi terlalu repetitif. Sebaiknya fokus pada analisis, bukan 

deskripsi aturan. 
• Banyak kutipan regulasi, namun belum dihubungkan dengan realitas empiris di 

lapangan. 
• Perlu memperjelas temuan utama penelitian: apa yang sebenarnya terjadi di 

Lampung, bukan hanya mengulang teori umum. 
c. Rekomendasi Kebijakan 

• Rekomendasi sudah baik, tetapi perlu dipadatkan menjadi poin-poin yang lebih 
ringkas dan operasional. 

• Perlu membedakan antara rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang. 
• Narasi terlalu panjang; sebaiknya tidak lebih dari 3–4 paragraf analitis. 

 
5. Discussion 

• Diskusi terlalu panjang dan menyerupai results. Perlu dipisahkan dengan jelas 
antara temuan empiris dan analisis teoretis. 

• Banyak teori disebutkan tanpa analisis kritis. Perlu penguatan argumen. 
• Beberapa referensi tidak relevan dengan paragraf yang dibahas. 
• Konsistensi gaya bahasa masih kurang. 

 
6. Conclusion 

• Kesimpulan terlalu deskriptif; perlu lebih sintesis, merangkum temuan inti + 
implikasi + rekomendasi. 

• Hindari mencantumkan kutipan atau data baru di bagian ini. 
• Perlu dua paragraf: (1) temuan utama, (2) rekomendasi kebijakan/tindak lanjut. 

 
7. References 

• Banyak referensi tidak konsisten format APA 7 (penulisan huruf kapital, DOI, 
tanda kurung, nama jurnal). 

• Terdapat duplikasi dalam daftar pustaka (satu sumber muncul dua kali). 
• Penulisan URL perlu dipersingkat sesuai standar APA (tanpa spasi atau URL 

rusak). 
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Periksa kesesuaian antara referensi dalam teks dan daftar pustaka; beberapa 
kutipan tidak muncul di daftar pustaka. 
Tahun di beberapa referensi tidak jelas atau tidak konsisten (misal: “N.D.” tetapi 
disebut 2020 dalam teks). 

 
9. Format Naskah 

Spasi, margin, dan ukuran font perlu disesuaikan dengan template Jurnal 
Mahkamah. 
Terdapat banyak kesalahan spasi ganda, terutama sebelum tanda kurung dan 
titik. 
Heading perlu diseragamkan (bold/uppercase sesuai template). 
DOI pada halaman terakhir terpotong; mohon dicek ulang. 
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